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e SISTEM PENYIARAN e

Dalam nomenklatur UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dikenal istilah
lembaga penyiaran, penyelenggara penyiaran, jasa penyiaran, dan stasiun penyiaran.
Lembaga Penyiaran (Pasal 1 butir 9 UU No 32 tentang Penyiaran) adalah penyelenggara
penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga
penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan vyang dapat
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditafsirkan, lembaga penyiaran adalah salahsatu elemen dalam dunia atau
sistem penyiaran. Secara implisit lembaga penyiaran merupakan keseluruhan utuh dari
lembaga-lembaga penyiaran (sebagai lembaga yang memiliki pendiri, tujuan pendirian,
visi dan misi, pengelola, perlengkapan fisik) dengan kegiatan operasional dalam
menjalankan tujuan-tujuan penyiaran serta tatanan nilai dan peraturan dengan

perangkat-perangkat regulatornya.

Ini berbeda dengan istilah stasiun penyiaran adalah tempat di mana program
acara diproduksi/ diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau
sarana transmisi di darat, laut atau antaraiksa dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak

dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Di Amerika, keempat istilah seperti lembaga penyiaran, penyelenggara penyiaran,
jasa penyiaran, dan stasiun penyiaran dirangkum dalam satu istilah yaitu broadcast
station atau stasiun penyiaran. Menurut Head Sterling (1982) broadcast station atau
stasiun penyiaran adalah “an entity (individual, partnership, corporation, or non-federal
goverment authority) that is licensed by the federal goverment to organize and schedule
program for a spesific community in accordance with an approved plan and to transmit
them over designated radio facilities in accordance with spesified standars” yang dapat
diartikan sebagai suatu kesatuan (secara sendiri, bersama, korporasi, atau lembaga yang
bukan lembaga non pemerintahan pusat ) yang diberi izin oleh pemerintah pusat untuk
mengorganisir dan menjadwal program bagi komunitas tertentu sesuai dengan standar

yang ditetapkan.
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Istilan penyiaran menurut pasal 1 butir 1 UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana
transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum radio melalui
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kegiatan penyiaran menurut pasal 13 UU No 32 tahun 2002 meliputi dua bagian
yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi, dan jasa penyiaran, sebagaimana yang
dimaksud diselenggarakan oleh: (1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP); (2) Lembaga
Penyiaran Swasta (LPS); (3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK); dan (4) Lembaga
Penyiaran Berlangganan (LPB). Stasiun penyiaran komersial yaitu Lembaga Penyiaran
Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, sedangkan stasiun penyiaran non
komersial yaitu Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Pada
pendirian stasiun penyiaran diperlukan perencanaan yang matang seperti penentuan
stasiun penyiaran baik radio atau pun televisi, jenis stasiun penyiaran, dan jangkauan
siaran. Ketiga syarat ini perlu menjadi pertimbangan sebelum mendirikan sebuah stasiun

penyiaran.

Menurut UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Jenis Jasa Penyiaran,
meliputi: Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran

Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlanggan
A. Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Lembaga Penyiaran Publik adalah:

Menurut UU No 32 tahun 2002 (Pasal 14, butir 1) Lembaga Penyiaran

Publik (LPP) adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Peraturan Menkominfo No 42 tahun 2009 Lembaga Penyiaran

Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan
oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi
memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik

terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
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yang stasiun pusat penyiarannya berada di Ibukota Negara Republik Indonesia.
RRI dan TVRI memiliki cakupan wilayah siaran nasional. Dalam rangka
mencakup wilayah siaran nasional tersebut, baik RRI maupun TVRI memiliki
stasiun-stasiun relai di kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang menerima
siaran stasiun pusatnya melalui satelit atau teresterial. Di daerah provinsi,

kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI),
dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada
di Ibukota Negara Republik Indonesia. RRI dan TVRI memiliki cakupan wilayah
siaran nasional. Masing-masing baik RRI dan TVRI memiliki stasiun relai di
kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang menerima siaran stasiun pusatnya
melalui satelit atau teristerial. Di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat

didirikan Lembaga Penyiaran Lokal.

Lembaga Penyiaran Publik memberikan pelayanan untuk kepentingan
masyarakat. Menurut Effendi Gazali (2003) setidaknya terdapat lima ciri

penyiaran publik, antara lain:
1. Akses Publik

Ini menyangkut tidak hanya coverage area tetapi juga menyangkut
bagaimana penyiaran publik mau mengangkat isu-isu lokal dan
memproduksi program-program lokal sehingga misalnya dapat
membentuk secara alami dari bawah, tokoh-tokoh lokal yang betul

betul mengenal, dikenal, dan mewakili masyarakatnya.
2. Dana Publik

Perlu diingat bahwa LPP tidak hanya mengandalkan keuangannya

dari anggaran negara tetapi juga dari iuran dan donatur.
3. Akuntabilitas Publik

Dana utama LPP berasal dari publik, maka terdapat kewajiban bagi
penyiaran publik untuk melakukan akuntabilitas finansialnya. DI
Amerika Serikat, pemirsa dapat melihat neraca keuangan stasiun

televisi publik setiap saat yang disebut public file.

4. Keterlibatan Publik
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Ini berarti publik yang terdiri dari masyarakat menjadi penonton
pertama kemudian menjadi kelompok yang dengan rela membantu
menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan
penyiaran publik. Hal terpenting adalah keterlibatan dalam ikut
memberi arah pada program-program yang akan dibuat erta ikut

mengevaluasi
Kepentingan Publik

Kepentingan Publik lebih dimenangkan dari kepentingan iklan.

Misalnya ada satu acara yang begitu baik dan bermanfaat menurut publik

namun ratingnya rendah, namun ia akan tetap diproduksi dan diupayakan

tetap dipertahankan penayangannya. Tentu kontras dengan penyiaran

komersial.

Terkait manajemen stasiun penyiaran publik maka pada bagian ini kita

akan membahas mengenai: program, strategi, pembelian, dan skeduling yang

harus dilakukan stasiun publik. Berikut penjabarannya:

1.

Program: Berbeda dengan stasiun televisi swasta atau kabe,
pengelola program televisi publik menata acaranya dengan
menekankan pada aspek pendidikan masyarakat yang bertujuan
mencerdaskan audien. Program disusun berdasarkan pada gagasan
melestarikan dan mendorong berkembangnya budaya lokal, sejarah

kebangsaan, dan sebagainya.

Strategi: Stasiun publik harus memiliki strategi program yang jelas
sebelum membeli atau meproduksi program. Strategi program ini
harus disusun bersama antara direktur program dengan para
manajer senior lainnya. Menurut Priangle-Starr-McCAvitt (1991)
terdapat tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan pengelola

stasiun publik dalam menyusun strategi programnya yaitu:

a) The nature of the licensee, ini dapat diartikan sebagai misi

atau fungsi utama keberadaan stasiun publik

b) Kebutuhan dan kepentingan masyarakat
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c¢) Upaya menggalang dana dari masyarakat (the requirements

for fund raising from the audience)

3. Pembelian: Stasiun penyiaran publik harus dapat bersaing dengan
stasiun televisi komersial untuk mendapatkan rating yang lebih
baik. Stasiun televisi publik harus memiliki keunggulan dalam
mengangkat tema-tema sosial atau isu-isu nasional yang disajikan

dalam berbagai laporan atau program.

4. Skeduling: Dalam stasiun penyiaran publik dapat dilakukan dengan
strategi seperti: a) flow through (strategi memindahkan audien dari
satu program ke program berikutnya pada stasiun yang sama,
audien tetap dipertahankan hingga ke program berikutnya;
b)counter programming (strategi untuk menarik audien dari stasiun
lain dengan menyiarkan program yang dapat memenuhi keinginan

audien yang belum terpenuhi kebutuhannya dari program yang ada.

O Selengkapnya lihat Peraturan terkait:

— Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bagian
Keempat Lembaga Penyiaran Publik Pasal 14-Pasal 15

— Peraturan Menteri No 42 tahun 2009 tentang LPP

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
Lembaga Penyiaran Swasta adalah:

Menurut UU No 32 tahun 2002 (Pasal 16, butir 1) Lembaga Penyiaran

Swasta (LPS) adalah Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk
badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa

penyiaran radio atau televisi.

Menurut Peraturan Menkominfo No 43 tahun 2009 yang dimaksud

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga yang bersifat komersial
berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya

menyelenggarakan jasa penyiaran. Lembaga ini menjual usahanya berupa
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waktu tayang (air time), iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan
penyelenggaraan penyiaran.

Stasiun swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau
melalui sistem satelit analog atau digital. Namun dapat juga melakukan
penyiaran multipleksing yaitu penyiaran dengan menggunakan satu channel

yang menampilkan lebih dari satu program pada saat yang bersamaan.

O Selengkapnya lihat Peraturan terkait:

— Undang-Undang NO 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bagian

Kelima Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 16-Pasal 20
—  Peraturan Menteri No 43 tahun 2009 tentang LPS

—  Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran

LPS

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)
Lembaga Penyiaran Komunitas adalah:

Menurut UU No 32 tahun 2002 (Pasal 21, butir 1) Lembaga Penyiaran

Komunitas (LPK) adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum
Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak
komersial dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta

untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Stasiun pernyiaran komunitas harus berbentuk badan hukum Indonesia,
didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial
dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayahnya terbatas serta untuk
melayani kepentingan komunitasnya. Komunitas adalah sekumpulan orang yang
bertempat tinggal atau berdomisili dan berinteraksi di wilayah tertentu. Ini
artinya stasiun komunitas didirikan tidak untuk mencari keuntungan atau tidak

menjadi bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata.

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal dan

pendirian dari pihak asing. Pendirian LPK harus mendapatkan persetujuan
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tertulis paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250
orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah
setingkat kepada desa/lurah setempat. Radius komunitas dibatasi maksimum
2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan Effective Radiated Power
(ERP)maksimum 50 watt. Dalam radius siaran tersebut hanya diperbolehkan
ada satu komunitas radio atau satu stasiun komunitas televisi atau satu stasiun

komunitas radio dan televisi.

U Selengkapnya lihat Peraturan terkait:

— Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bagian

Keenam Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 21-Pasal 24
—  Peraturan Menteri No 39 tahun 2012 tentang LPK

—  Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran

LPK

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)
Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah:

Menurut UU No 32 tahun 2002 (Pasal 25 butir 1) Lembaga Penyiaran

Berlangganan (LPB) adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum
Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran
berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan

penyiaran berlangganan.

Perkembangan televisi berlangganan dimulai sejak tahun 1948 dari
sebuah kota kecil di Mahony City, Pennsylvania AS. Pada waktu itu pemilik
sebuah toko yang menjual pesawat televisi mengalami kesulitan untuk menjual,
ini disebabkan karena di Mahony City tidak menerima sinyal televisi yang
dipancarkan kota tetangganya Philadelphia karena terhambat oleh perbukitan
yang berada di kota. Kemudian pemilik toko mendapatkan ide untuk
membangun antena penerima sinyal televisi di puncak bukit agar dapat

menerima sinyal secara lebih baik. Pemilik toko tersebut lalu menyalurkan sinyal
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itu melalui kabel mulai dari puncak bukit hingga ke tokonya. Sinyal yang diterima
kemudian diperkuat melalui penguat sinyal (amplifier), lalu pemilik toko
menawarkan kepada rumah tangga lain disekitarnya untuk bergabung dengan
cara menyambung kabel. Pemilik toko menjadi pengelola jaringan televisi yang
disebut dengan CSO (Cable System Operator) atau headend. Akhirnya rumah-

rumah penduduk terhubung dengan jaringan kabel.

Dalam sistem televisi kabel terdapat tiga komponen utama yang bekerja,
yaitu: 1) CSO atau headend; 2)distribusi; dan 3)saluran rumah. CSO terdiri atas
antena dan sejumlah peralatan penerima yang berfungsi menangkap sinyal dari
stasiun televisi yang lokasinya jauh dari CSO, namun saat ini CSO menangkap
sinyal dari program televisi melalui satelit atau microwave. Sinyal ini kemudian
didistribusikan ke rumah-rumah. CSO terkadang memiliki studio sendiri sehingga

mereka dapat membuat program sendiri misalnya program berita lokal.

Sistem distribusi merupakan jaringan kabel yang menyalurkan sinyal
kepada para pelanggan. Jaringan kabel terdiri atas jaringan kabel utama (trunk)
dan kabel cabang (feeder) yang kesemuanya dapat ditanam ditanah atau
digantung di tiang. Pada titik-titik tertentu disepanjang jalur distribusi dipasang

amplifier yang berfungsi sebagai penguat sinyal.

Saluran rumah merupakan kabel yang menghubungkan antara kabel
feeder dengan rumah pelanggan. Kabel saluran rumah ini terdiri atas dua tipe
yaitu kabel satu arah (sinyal berjalan satu arah dari CSO ke rumah pelanggan)
dan kabel dua arah (sinyak berjalan dua arah dari CSO ke pelanggan dan kembali
ke CSO). Tipe kabel terakhir ini memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif
antara para pelanggan dengan CSO. Dengan cara ini, pelanggan dapat meminta
CSO untuk memutar atau menayangkan program tertentu yang diinginkan

audien.

Daya tarik televisi kabel bagi konsumen juga semakin besar dengan
berbagai layanan yang semakin beragam dan menarik misalnya pembayaran
berdasarkan program yang ditonton (pay perview), fasilitas internet, dan
program interaktif. Kapasitas saluran televisi kabel juga semakin lebar sehingga
dapat menampung lebih banyak channel. Dalam penyelenggaraan siaran media

penyiaran berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi
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siaran yang akan disiarkan serta menyediakan paling sedikit 20% dari kapasitas
kanal saluran untuk menyalurkan program dari media penyiaran publik dan

media penyiaran swasta.

Di Indonesia umumnya televisi kabel tidak dapat diakses secara langsung
tetapi melalui operator televisi kabel yang mengumpulkan program-program
dari televisi kabel dan menawarkannya dalam bentuj paket kepada pelanggan.
Sistem televisi berlangganan semacam ini dinamakan Direct Broadcasting
Satellite (DBS) yang memungkinkan pelanggan untuk bisa langsung mengakses

sinyal televisi ke satelit.

Dewasa ini operator DBS menawarkan lebih banyak channel dari pada
operator televisi kabel. Sebagaimana televisi kabel, sistem DBS juga dapat
menyediakan saluran untuk internet, e-commerce, dan TV interaktif kepada para
pelanggannya. Operator DBS memanfaatkan berbagai sumber program, sebagai

berikut:

1. Program sendiri: operator televisi berlangganan dapat

memproduksi program sendiri.

2. Televisi lokal: operator televisi berlangganan dapat menangkap

sinyal lokal dan memasukknya sebagai salahsatu program

3. Televisi khusus (spesial cable network): saluran menayangkan
programnya melalui satelit kepada operator televisi berlangganan.
Saluran televisi ini menayangkan iklan (commercials) pada

programnya.

4. Televisi bayar (pay services): saluran televisi yang tidak
menayangkan iklan pada programnya (commercial-free channels),
program tayangan ini antara lain film-film bioskop, dam program

produksi sendiri.

5. Saluran bayar per program (pay perview): saluran ini menetapkan
tarif untuk setiap program yang ditayangkan, biasanya program yang
ditawarkan antara lain film-film yang baru selesai tayang di bioskop,

acara hiburan, dan olahraga.
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O Selengkapnya lihat Peraturan terkait:

— Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bagian Kelima

Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 25-Pasal 29

e JANGKAUAN SIARAN o

Sesuai nomenklatur UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maka
jangkauan siaran meliputi: Stasiun Penyiaran Lokal, Stasiun Penyiaran Nasional,
dan Stasiun Jaringan. Stasiun penyiaran radio dan televisi lokal merupakan
stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah
kota atau kabupaten. Stasiun penyiaran nasional adalah stasiun radio atau televisi
yang menyiarkan programnya ke sebagian besar wilayah negara dari hanya satu
penyiaran saja. Stasiun jaringan yaitu stasiun penyiaran jaringan dan stasiun

penyiaran lokal, yang melayani komunitas.
A. Stasiun Lokal

Stasiun penyiaran radio atau televisi lokal merupakan stasiun penyiaran
dengan wilayah siaran terkecil yaitu mencakup satu wilayah kota atau
kabupaten. Undang-Undang Penyiaran menyatakan, bahwa stasiun penyiaran
lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik

Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
B. Stasiun Nasional

Stasiun penyiaran nasional adalah stasiun radio atau televisi yang menyiarkan
programnya ke sebagian besar wilayah negara dari hanya satu stasiun
penyiaran saja. Negara-negara yang memiliki stasiun radio atau televisi
nasional, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Di Indonesia hingga
tahun 2007, terdapat 10 stasiun televisi berlokasi di Jakarta yang melakukan

siaran secara nasional. Stasiun nasional menyebarluaskan program siarannya
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melalui berbagai stasiun pemancar (stasiun relai) yang dibangun di berbagai

daerah.
. Stasiun Jaringan

Sistem penyiaran jaringan pertama kali diterapkan di AS di mana
sejumlah stasiun radio lokal bergabung untuk menyiarkan program secara
bersama-sama. Berbagai stasiun radio yang pada awalnya memiliki wilayah
siaran terbatas di wilayah atau lokalnya masing-masing dan hanya melayani
komunitas atau masyarakatnya masing-masing dapat melakukan siaran
bersama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas. Pola jaringan ini
kemudian diikuti pula oleh stasiun televisi yang muncul kemudian. Secara
keseluruhan tipe-tipe stasiun jaringan itu adalah Jaringan penuh (full-service
networks), Jaringan regional (regional networks), Jaringan khusus (special

networks), Jaringan kabel (cable networks).

Ada dua pihak dalam sistem penyiaran berjaringan yaitu: 1) Stasiun
jaringan/ stasiun induk dan stasiun yang menyediakan program yang tidak
memiliki wilayah siaran sehingga stasiun induk tidak dapat menyiarkan
programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal; 2) Stasiun lokal yang
terdiri dari stasiun lokal independen dan stasiun lokal afiliasi yaitu stasiun lokal
yang bekerjasama dengan stasiun induk untuk menyiarkan program di wilayah

lokal yang menjangkau daerah tertentu.

Head dan Sterling (1982) mendefinisikan jaringan sebagai “Two or more
stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial
microwave, satellite) so as to enable simultaneous broad-casting of the same
program...” artinya dua atau lebih stasiun yang saling berhubungan melalui
relai (kawat, kabel, gelombang mikro terrestrial, satelit) yang memungkinkan

terjadi penyiaran program secara serentak.

Hal penting yang perlu dipahami bahwa terdapat dua pihak dalam

sistem penyiaran berjaringan, antara lain:

1. Stasiun jaringan, yaitu stasiun yang menyediakan program. Stasiun
jaringan tidak memiliki wilayah siaran sehingga stasiun jaringan tidak
dapat menyiarkan programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun

yang memiliki wilayah siaran.



Mata Kuliah: Dasar-Dasar Penyiaran
Pengampu: Thesa Resi Sila Utami

2. Stasiun afiliasi, yaitu stasiun lokal yang bekerja sama (berafiliasi)
dengan stasiun jaringan. Stasiun lokal memiliki wilayah siaran,

namun sifatnya terbatas di daerah tertentu saja.

Sistem jaringan memberikan beberapa keuntungan kepada berbagai
pihak seperti stasiun penyiaran, pengelola acara, pemasang iklan dan audien.
Menurut Willis dan Aldridge keuntungan sistem jaringan antara lain

mencakup: program siaran, pemasangan iklan, dan efisiensi stasiun lokal.

1. Program Siaran: Melalui sistem jaringan ini, maka kualitas program
siaran menjadi lebih baik. Stasiun televisi lokal yang bekerjasama
dengan stasiun jaringan akan mendapatkan berbagai acara yang
pada umumnya lebih baik daripada memproduksinya sendiri.
Stasiun jaringan mempunyai kemampuan menawarkan liputan
berita mengenai berbagai peristiwa penting secara langsung dari

tempat kejadian (on the spot coverage)

2. Pemasangan lklan: Stasiun jaringan memungkinkan pemasang iklan
mendapatkan jutaan audien di seluruh negeri secara serentak. Tidak
ada media lain yang mampu menyampaikan pesan iklan kepada
jutaan orang secepat stasiun. Stasiun jaringan menguntungkan
pemasang iklan yang ingin menjual produknya kepada sebanyak

mungkin masyarakat.

3. Efisiensi Stasiun Lokal: Bagi stasiun lokal kerjasamanya dengan
stasiun jaringan akan sangat membantu dalam mengisi program
siaran stasiun bersangkutan. Pengelola stasiun lokal tidak perlu
repot-repot dan pusing memikirkan acara apa yang perlu dibuat
karena semuanya tinggal terima dan menyiarkannya kepada

setempat.

Sistem jaringan juga mempunyai kelemahan vyaitu timbulnya
ketergantungan yang sangat besar dari stasiun lokal di daerah kepada stasiun
jaringan di pusat. Ketergantungan ini menyebabkan stasiun lokal menjadi anak
manis yang patuh dan bersedia menuruti apa saja yang diminta oleh stasiun

jaringan, sehingga stasiun jaringan menjadi sangat berkuasa (powerfull) dan
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mampu mengikat stasiun lokal ke dalam kontrak yang sangat membatasi hak-
hak stasiun lokal, misalnya stasiun lokal dilarang menyiarkan program dari

sumber lainnya selain stasiun jaringan kecuali seizin stasiun jaringan.

e ORGANISASI MEDIA PENYIARAN e

Organisasi media penyiaran merupakan salahsatu yang
Perlu adanya proses manajerial yaitu:
=  proses perencanaan (programming)
=  pengorganisasian (organizing)
= pelaksanaan (actuating), dan

= pengendalian proses produksi (controlling)

Perencanaan

= Melakukan kegiatan yang mencakup penentuan tujuan (objectives) media serta
penyiaran mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan sesuai

dengan tujuan tersebut, meliputi:

U Pernyataan misi



Mata Kuliah: Dasar-Dasar Penyiaran
Pengampu: Thesa Resi Sila Utami

O Tujuan organisasi terdiri atas tujuan ekonomi,tujuan layanan, dan tujuan
personal.

U Rencana tercantum dalam AD/ART (falsafah, job descripton, operasional stasiun,

peraturan stasiun penyiaran)

Pengorganisasian

=  Melakukan kegiatan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan

organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupi.
=  Pimpinan: 1) menetapkan sasaran (target), 2)mengendalikan pengeluaan

=  Menurut Willis dan Aldridge (1991) stasiun penyiaran pada umumnya memiliki
empat fungsi dasar (areas of operations) dalam struktur organisasi, yaitu: teknik,

program, pemasaran,administrasi.

e STRUKTUR ORGANISASI PENYIARAN e

= Dalam penyelenggaraan penyiaran umumnya meliputi bidang umum/

administrasi, bidang program, dan bidang teknik
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Direktur Utama

Direktur Program Direktur Teknik

Keuntungan:
= Penyediaan anggaran untuk struktur organisasi lebih murah karena le
=  Pengendalian organisasi lebih mudah sehingga satu keputusan dapat
Kerugian:

= Beban tugas tiap unit terlalu banyak dan dituntut SDM yang serba bi:

hasil kerja kurang maksimal karena ditangani personel yang tidak kor
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Pengarahan&Memberikan Pengaruh

= Melakukan kegiatan dengan fungsi mengarahkan (directing) dan memberikan
pengaruh atau mempengaruhi (influencing) tertuju pada upaya untuk

merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab

Pengawasan
= Melakukan kegiatan antara lain evaluasi, penilaian, dan perbaikan.
=  Pengukur kegiatan dan pengambilan tindakan kolektif

= Robert ) Mockler (1972) menjelaskan bahwa pengawasan manajemen adalah
suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-
tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya, menentukan
dan mengujur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan
untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara

paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.



